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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Alasan penolakan kantor pertanahan terhadap proses pendaftaran tanah atas 

dasar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau In 

Kracht seringkali salah tafsir mengenai aturan yang ada, Kantor Pertanahan 

Nasional  Kota Bandung telah menafsirkan bahwa peralihan hak yang tidak 

dibuktikan oleh Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah maka tidak dapat diterima pendaftarannya dan harus ditolak, namun 

jika melihat secara lebih jauh pada ketentuan yang menyatakan pendaftaran 

tanah, tanah dapat didaftarkan tanpa akta jual beli yang dibuat dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam keadaan tertentu sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan dalam melakukan 

pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan tidak hanya karena 

“keengganan” dan “keraguan” Kepala Kantor Pertanahan, namun setelah 

menginventarisasi peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Pasal 

58 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian 

Kasus Pertanahan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian 

hukum bagi pemegang hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau In Kracht; 

2. Perlindungan hukum yang diberikan Peraturan perundang-undangan kepada 

pemohon dalam proses pendaftaran tanah atas dasar putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap atau In Kracht belum mempunyai kepastian 

hukum, maksud dari kepastian hukum disini adalah suatu kasus hukum tidak 

dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat, sehingga 

setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti. 

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang 
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dalam hal ini Hilmanto Sutanto dan Simon Kaman Bakara yaitu dengan cara 

menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya mengenai pendaftaran balik nama 

sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung, serta pengakuan 

terhadap hak-hak yang telah diberikan oleh putusan Pengadilan Negeri yang 

telah berkekuatan hukum tetap atau In Kracht sehingga terhindar dari 

kesewenang-wenangan. Kepastian hukum disini dimaksudkan adalah 

jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum 

dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. 

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Negara adalah apabila tanah 

tersebut telah didaftarkan maka perlindungan hukum terhadap pemilik tanah 

tersebut barulah ada serta akan dilindungi hak-haknya atas tanah tersebut, 

hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat yang akan melakukan jual beli atas tanah, sebaiknya 

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini guna 

menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari dan guna mendapat 

kepastian hukum; 

2. Bagi Badan Pertanahan Nasional agar tidak melaksanakan tugas diluar 

kewenangannya sebagaimana telah diatur didalam Pasal 45 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

serta tunduk pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.  
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